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LAPORAN SINGKAT 

KOMISI IV DPR RI  

(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, 

SERTA KELAUTAN) 
 

 

 

Tahun Sidang : 2020-2021 

Masa Persidangan : I 

Rapat  ke- : 15 

Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Sifat Rapat : Terbuka 

Hari/Tanggal           : Selasa, 22 September 2020 

Waktu : 10.40 WIB s.d. Selesai  

Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) 

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta. 

Acara : Membahas Penyesuaian RKA K/L TA. 2021 sesuai Hasil 
Pembahasan Badan Anggaran. 

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) 

Sekretaris Rapat 
Hadir      

: 
: 

Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI) 
A. 38 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI 

B. Hadir Pemerintah: 

1. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Kuasa Menteri 
Kelautan dan Perikanan); 

2. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris 
Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan); 

3. Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. (Inspektur Jenderal 
Kementerian Kelautan dan Perikanan); 

4. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Plt. Direktur 
Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan 
Perikanan); 

5. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal 
Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan 
Perikanan); 

6. Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. (Direktur Jenderal 
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan); 
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7. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan 
Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 
Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan); 

8. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, 
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan); 

9. Ir. Agus Dermawan, M.Si. (Kuasa Direktur Jenderal 
Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan 
Perikanan); 

10. Berny Achmad Subki, S.T., M.Sc. (Kuasa  Direktur 
Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 
Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan). 

11. Fatah Setiawan Topobroto, Direktur Utama Perum 
Perikanan Indonesia (Persero); 

12. Farida Mokodompit, Direktur Utama PT Perikanan 
Nusantara (Persero); dan 

13. Achmad Ardianto (Direktur Utama PT Garam (Persero). 

 

 

  

 

 

I. PENDAHULUAN  

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan 

membahas Penyesuaian RKA K/L TA. 2021 sesuai Hasil Pembahasan Badan 

Anggaran, dibuka pukul 10.40 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat 

dinyatakan terbuka untuk umum. 

 

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan 

Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp6.652.139.393.000,00 

(enam triliun enam ratus lima puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta 

tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I 

sebagai berikut:  

a. Sekretariat Jenderal, sebesar Rp497.646.140.000,00 (empat ratus 

sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus 

empat puluh ribu rupiah);  

b. Inspektorat Jenderal, sebesar Rp86.767.955.000,00 (delapan puluh 

enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh 

lima ribu rupiah); 

c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sebesar 

Rp763.577.487.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh 

puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); 
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d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sebesar 

Rp1.212.740.404.000,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus 

empat puluh juta empat ratus empat ribu rupiah);  

e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan, sebesar Rp1.078.052.922.000,00 (satu triliun tujuh puluh 

delapan miliar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu 

rupiah); 

f. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan, sebesar Rp431.704.028.000,00 (empat ratus tiga puluh satu 

miliar tujuh ratus empat juta dua puluh delapan ribu rupiah);  

g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebesar 

Rp455.357.175.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima 

puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);  

h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, 

sebesar Rp1.522.573.626.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh dua 

miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu 

rupiah); dan 

i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil 

Perikanan, sebesar Rp603.719.656.000,00 (enam ratus tiga miliar tujuh 

ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah). 

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA 

K/L Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 kepada Badan 

Anggaran DPR RI untuk mendapatkan penetapan. 

 

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 

melakukan evaluasi kegiatan yang pendanaannya berasal dari Pinjaman Luar 

Negeri Tahun 2021-2024 terutama Kegiatan Pengembangan Pelabuhan 

Perikanan di Lingkar Luar (Eco Fishing Port), dengan mempertimbangkan 

potensi masing-masing daerah. 

 

3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 

mengutamakan produk kelautan dan perikanan di dalam negeri seperti 

portable cold storage, dermaga apung, keramba jaring apung, alat 

penangkapan ikan, mesin pakan ikan, cold storage, dan lainnya, sehingga 

teknologi lokal dapat digunakan secara optimal untuk kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. 

 
4. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk  

mencabut izin ekspor 14 (empat belas) perusahaan eksportir Benih Bening 

Lobster (BBL) yang melanggar ketentuan perundang-undangan terkait 

dengan jumlah BBL yang dilaporkan berbeda dengan jumlah yang diekspor. 
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5. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan 

Perikanan serta Kementerian Keuangan untuk menerbitkan Peraturan 

Pemerintah tentang Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

mengenai ekspor Benih Bening Lobster (BBL), selambat-lambatnya 60 (enam 

puluh) hari sejak Rapat Kerja ini, dan apabila Perarturan Pemerintah belum 

diterbitkan dalam waktu yang ditentukan, maka Komisi IV DPR RI mendesak 

Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan sementara ekspor 

Benih Bening Lobster (BBL). 

 
III. PENUTUP 

Rapat ditutup pukul 15.20  WIB. 

 

 

Kuasa Menteri Kelautan dan Perikanan, 

 

 

Ttd. 

 

Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. 

Komisi IV DPR RI 

Ketua Rapat, 

 

Ttd. 

 

Sudin, S.E. 
A-151 

 

 

 

 

 

 

 


